
SALINAN 

BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyampaikan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah ten tang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017; 

1. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4344); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 61 78); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 
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tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 

6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 1) ; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 

7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 3); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 

2018 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabuapten 

Sekadau Tahun 2016 Nomor 9); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

Dan 

BUPATI SEKADAU 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan 

Keuangan memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan perubahan ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan 

usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

b. Belanja 

Surplus/ defisit 
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Rp. 844.924.448.240,95 

Rp. 828.846.393.598,37 

Rp. 16.078.054.642,58 



c. Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Surplus/ defisit 

Rp. 18.003.476.975,95 

Rp. 0,00 

Rp. 18.003.476.975,95 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.50.464.335.176,97 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pendapatan Rp. 895.388.783.417,92 

Setelah Perubahan 

b. Realisasi Pendapatan Rp. 844.924.448.240,95 

Selisih lebih Rp.50.464.335.176,97 

/(kurang) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.84.545.866.795,50 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran belanja 

setelah perubahan 

b. Realisasi Pendapatan Rp.828.846.393.598,37 

Selisih lebih(kurang) Rp.84.545.866.795,50 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surflus/defisit sejumlah 

(Rp.34.081.531.618,53) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran (Rp.18.003.476.975,95) 

Surflus/ defisit setelah 

perubahan 

b. Realisasi Surflus/defisit Rp. 16.078.054.642,58 

setelah perubahan 

Selisih lebih(kurang) (Rp.34.081.531.618,53) 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penenmaan pembiayaan 
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sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan Rp. 18.003.476.975,95 

pembiayaan setelah 

perubahan 

b. Realisasi 

Surflus/ defisit setelah 

perubahan 

Selisih lebih/{kurang) 

Rp. 18.003.476.975,95 

Rp. 0,00 
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran Rp. 0,00 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp. 

b. Realisasi pengeluaran D. 0,OO 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Selisih lebih(kurang) 0,00 

0,00 Rp. 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp.0,00 rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pembiayaan Rp.18.003.476.975,95 

netto setelah 

perubahan 

b. Realisasi pembiayaan Rp.18.003.476975,95 

netto setelah 

perubahan 

Selisih lebih(kurang) 

Pasal 4 

34.081.531.618,53 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 1 hurufb per 31 Desember 2017 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 18.003.476.975,95 

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 18.003.476.975,95 

Pembiayaan Tahun Berjalan 

c. Sisa Kurang/Lebih Pembiayaan Rp. 

Anggaran (SILPA) 

d. Koreksi Kesalahan Tahun Rp. 0,00 
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Sebelumnya 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp. 34.081.531.618,53 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 

Desember Tahun 2017 sebagai berikut berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 1.668.573.730.543,76 

b. Jumlah kewajiban 

c. Jumlah ekuitas dana 

Pasal 6 

Rp. 5.447.691. 913,00 

Rp. 1.663.126.038.630,76 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d 

tahun anggaran 2017 sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

b. Beban 

Surflus/ defisit 

Pasal 7 

Rp. 782.859.470.917,66 

Rp. 615.130.017.514,09 

Rp. 164.126.819.792,70 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 

sebagai berikut berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun Rp. 

2017 

b. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 256.455.879.234,21 

operasi 

c. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. (240.377.824.591,63) 
investasi 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00 
e. Arus kas bersih dari aktivitas Rp. 0,00 

transitoris 

f. Saldo Kas di bendahara penerimaan Rp. 0,00 
Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 34.081.531.618,53 

2017 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

huruf f per 31 Desember 2017 sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal Rp. l.334.687.650.335,34 

b. Surplus/Defisit - LO Rp. 131.606.518.221,58 

Komulatif c. Dampak 

Kebijakan 

d. Ekuitas Akhir 

Peubahan RD. 32.705.050.281,14 

Rp 1.498.999.218.838,06 

Pasal 9 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 

huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan: 

Pasal 10 

Laporan Realisasi Anggaran; 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Lampiran 1.1 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, 

terdiri dari : 

a. Lampiran 1 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organ1sas1; 

Lampiran 1.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja danpembiayaan; 

Lampiran 1.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan 
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b. Lampiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. Lampiran V 

f. Lampiran VI 

g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

1. Lampiran IX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 

I. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

negara; 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional; 

Laporan Perubahan Ekuitas; 

Neraca; 

Laporan Arus Kas; 

Catatan Atas Laporan Keuangan; 

Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak 

tertagih; 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah; 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan 

dan pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar rekapitulasi aset tetap; 

n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi 

pekerjaan; 

konstruksi dalam 

o. Lampiran XV 

p. Lampiran XVI 

q. Lampiran XVII 

r. Lampiran XVIII 

Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

Daftar dana cadangan daerah; 

Daftar kewajiban jangka pendek; 

Daftar kewajiban jangka panjang; 
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s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya; 

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha 

milik daerah/ perusahaan daerah. 

Pasal 11 

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 12 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggaI diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 
Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARIA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 6 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINS! 
KALIMANTAN BARAT NOMOR ( 6 )/(2018) 
alinan Sesual dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

NIP. 
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